
 
 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 1964  

TENTANG 

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  

NO. 6 TAHUN 1962 TENTANG POKOK-POKOK, PERUMAHAN  

(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 40) MENJADI UNDANG-UNDANG 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam tata masyarakat-sosialis-Indonesia yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila -, perumahan adalah salah satu unsur pokok 

bagi kesejahteraan rakyat; 

  b. bahwa di dalam negara yang sedang membangun masalah perumahan 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting, dan masalah tersebut 

mempunyai hubungan yang erat dengan Pembangunan Nasional 

Semesta Berencana; 

  c. bahwa untuk mencapai masyarakat-sosialis-Indonesia, perlu 

diusahakan pembangunan perumahan secara teratur dan berencana, 

sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan perumahan yang ditentukan 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; 

  d. bahwa Presiden atas dasar ketentuan yang termaktub dalam pasal 22 

ayat 1 Undang-Undang Dasar telah menetapkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang pokok-pokok 

perumahan (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 40); 

  e. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu 

ditetapkan menjadi Undang-undang; 

 

 

Mengingat :… 
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Mengingat : 1. Pasal 5, 20 dan 22 Undang-undang Dasar 

  2. Pasal 27 ayat (2) dan 33 Undang-undang Dasar. 

  3. Undang-undang No. 10. Prp. tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 5 

tahun 1964. 

  4. Pasal 3, 7, 8 dan 9 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960.  

 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 

 

Memutuskan : 

 

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan 

(Lembaran-Negara tahun 1962 No. 40) Menjadi Undang-undang, dengan 

perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB I. 

Ketentuan Umum. 

 

Pasal 1. 

 

(1) Tiap-tiap warga-negara berhak memperoleh dan menikmati 

perumahan yang layak, sesuai dengan norma-norma sosial, teknik, 

keamanan, kesehatan dan kesusilaan. 

(2) Tiap-tiap warga-negara berkewajiban ikut serta dalam usaha 

mencapai tujuan tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan 

kemampuannya. 

 

Pasal 2… 
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Pasal 2. 

 

Dalam membangun perumahan lebih diutamakan penggunaan bahan-

bahan yang terkandung dalam bumi dan kekayaan alam Indonesia. 

 

BAB II. 

Tugas dan Wewenang Pemerintah. 

 

Pasal 3. 

 

(1) Pemerintah memberikan bimbingan, berbagai fasilitas, bantuan dan 

perangsang lainnya, baik dalam pembangunan maupun 

pembiayaannya, tanpa meninggalkan semangat gotong royong yang 

hidup di dalam masyarakat. 

(2) Pemerintah mengadakan penelitian dan perencanaan untuk 

perbaikan dalam pembangunan perumahan dengan mengutamakan 

usaha memperendah biaya, mempertinggi mutu bangunan dan 

mempercepat proses pembangunan. 

(3) Pemerintah berusaha membangun perumahan setahap demi setahap 

bagi keperluan rakyat dan negara, dengan memperhatikan 

perkembangan kota dan daerah. 

 

Pasal 4. 

 

(1) Kebijaksanaan umum Pemerintah dalam urusan perumahan 

dijalankan oleh Menteri Sosial. 

(2) Dalam menetapkan kebijaksanaannya, Menteri Sosial dibantu oleh 

sebuah badan yang dibentuk oleh Presiden, dan yang nama, 

susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Koordinasi… 
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(3) Koordinasi pelaksanaan urusan perumahan dapat diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah Tingkat I yang selanjutnya dapat pula 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya itu Pemerintah Daerah dibantu oleh 

Panitia Perumahan yang susunan anggotanya mencerminkan 

kegotong-royongan antara Pemerintah dan rakyat. 

  

BAB III. 

Usaha dan Kewajiban Masyarakat. 

 

Pasal 5. 

 

(1) Dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Pemerintah, tiap 

tiapwarga-negara dan badan-badan swasta dapat bebas 

membangunperumahan untuk keperluannya sendiri atau usahanya. 

(2) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah 

perusahaan-perusahaan negara dan swasta diwajibkan membangun 

perumahan bagi pegawai dan buruhnya sesuai dengan 

kemampuannya. 

 

Pasal 6. 

 

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah: 

a. Perwakilan negara asing, badan atau warga-negara asing dapat 

membangun perumahan untuk keperluannya. 

b. Perusahaan asing diwajibkan membangun perumahan untuk 

usahanya, pegawai dan buruhnya. 

 

BAB IV… 
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BAB IV. 

Pemakaian dan Persewaan Perumahan. 

 

Pasal 7. 

 

(1) Pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila ada 

persetujuan pemilik dengan mengutamakan fungsi perumahan bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

(2) Hubungan sewa-menyewa dan pedoman harga sewa diatur menurut 

klasifikasi tempat, jenis perumahan dan penggunaannya serta 

penggolongan masyarakat yang mempergunakannya dengan 

mengutamakan perlindungan bagi penyewa dan memperhatikan 

kepentingan pemilik. 

 

BAB V. 

Ketentuan Peralihan dan Penutup. 

 

Pasal 8. 

 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan perumahan 

dan pembiayaannya, hubungan sewa-menyewa dan pedoman harga sewa 

serta peraturan-peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-undang 

ini dapat menetapkan ancaman pidana penjara/pidana kurungan dan atau 

denda. 

 

 

 

 

 

Pasal 9… 


